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PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

Mengingat

NOMOR PM 87 TAHUN 2013
TENTANG

TARIF ANGKUTAN UDARA PERINTIS TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

a.

1.

bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran dan
kesinambungan pelayanan angkutan udara perintis
serta kondisi perkembangan sosial di masyarakat,
perlu meninjau kembali tarif angkutan udara perintis
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor PM 44 Tahun 2012;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Perhubungan tentang Tarif Angkutan Udara
Perintis Tahun 2013;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4956);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 tentang
Angkutan Udara (Lembaga Negara Republik Indonesia
Tahun 1995 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3610), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun
2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 7,
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3925);

3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 55 Tahun 2013;

4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara
serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon |
Kementerian Negara sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun
2013;

5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun
2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara;

6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun
2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG TARIF

(1)

(2)

(1)

(2)

ANGKUTAN UDARA PERINTIS TAHUN 2013.

Pasal 1

Tarif angkutan udara perintis untuk angkutan penumpang dan
angkutan barang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran
Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.

Tarif angkutan udara perintis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), iuran wajib dana
pertanggungan kecelakaan penumpang dari PT. (Persero) Asuransi
Kerugian Jasa Raharja, dan tarif pelayanan jasa penumpang pesawat
udara (PJP2U).

Pasal 2

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara melakukan perhitungan
untuk penetapan tarif angkutan udara perintis pada rute-rute yang
dilayani berdasarkan biaya pokok operasi pesawat udara dan daya beli
masyarakat.

Tarif angkutan udara perintis pada rute-rute sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diajukan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara
kepada Menteri Perhubungan untuk mendapatkan persetujuan.
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